Vol 9 No. 11 November 2025
Jurnal Ilmiah Multidisiplin Terpadu eISSN: 2246-6111

HOAKS DI INDONESIA: PENYEBARANDAN KONSEKUENSI
HUKUM YANG DITERAPKAN

Quratu Angrainil, Kristina Natalia Situmeang?, Luthfia Hasna3, Dhiya Zakiyah*
guratuangraini@gmail.com?, kristinanatalia2021 @gmail.com?, luthfiahasna05@gmail.com?,
dhiyazakiyah1912 @gmail.com*

Universitas Riau

ABSTRAK

Studi ini membahas penyebaran hoax atau informasi palsu di Indonesia, termasuk dampak
hukumnya melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Hoax seperti ini sering menimbulkan panik massal, perpecahan sosial, dan kerugian finansial yang
besar. Kami menggunakan metode studi pustaka untuk menganalisis regulasi hukum, literatur
akademik, serta kasus empiris. Hasilnya, pelaku hoax bisa dikenai sanksi berdasarkan Pasal 28
ayat 1 dan 2 UU ITE, plus pasal terkait di KUHP. Penting sekali ada penegakan hukum yang ketat,
dikombinasikan dengan edukasi literasi digital, agar hoax tidak merajalela di ruang publik. Secara
global, fenomena ini melampaui batas lokal, dengan platform seperti Facebook dan Twitter
sebagai sarana utama. Pada 2023, Kominfo menerima lebih dari 1.000 laporan hoax, dengan
kerugian ekonomi mencapai miliaran rupiah dari penipuan online. Rekomendasi saya: regulasi
yang responsif terhadap inovasi teknologi, penerapan Al untuk deteksi otomatis, serta kampanye
verifikasi informasi. Analisis menunjukkan lonjakan hoax 150% pasca-COVID-19, memengaruhi
kesehatan mental dan kepercayaan institusi, dengan perbandingan regulasi regional. Pendekatan
integratif yang melibatkan teknologi, hukum, dan edukasi diperlukan untuk menghadapi tantangan
hoax di era digital.

Kata Kunci: Hoax, UU ITE, Literasi Digital, Penegakan Hukum, Pencegahan Hoax, Media
Sosial.

ABSTRACT

This study examines the spread of hoaxes or false information in Indonesia, including their legal
implications under the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE). These hoaxes
often cause mass panic, social division, and significant financial losses. We used a desk study
method to analyze legal regulations, academic literature, and empirical cases. The results indicate
that perpetrators of hoaxes can be subject to sanctions under Article 28 paragraphs 1 and 2 of the
ITE Law, plus related articles in the Criminal Code. Strict law enforcement, combined with digital
literacy education, is crucial to prevent hoaxes from spreading in the public sphere. Globally, this
phenomenon transcends local boundaries, with platforms like Facebook and Twitter serving as
primary platiorms. In 2023, the Ministry of Communication and Information Technology
(Kominfo) received over 1,000 hoax reports, with economic losses reaching billions of rupiah from
online fraud. My recommendations include regulations that are responsive to technological
innovation, the application of Al for automatic detection, and information verification campaigns.
The analysis shows a 150% spike in hoaxes post-COVID-19, impacting mental health and
institutional trust, with regional regulatory comparisons. An integrative approach involving
technology, law, and education is needed to address the challenges of hoaxes in the digital age.

Keyword: Hoax, ITE Law, Digital Literacy, Law Enforcement, Hoax Prevention, Social Media.

PENDAHULUAN

Ledakan penyebaran hoax di media sosial tidak terlepas dari kemajuan teknologi
informasi dan komunikasi di era digital. Dengan lebih dari 200 juta pengguna aktif media
sosial di Indonesia, sebagaimana dilaporkan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet
Indonesia (APJII) padatahun 2023 (APJII, 2023), platform seperti Instagram, Tik Tok, dan
WhatsApp menjadi lahan subur bagi penyebaran informasi palsu.
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Hoax tidak muncul secara acak, sering didorong oleh motif politik, ekonomi, atau
bahkan hiburan. Sebagai contoh, selama pandemi COVID-19, hoax terkait vaksin yang
diklaim mematikan atau obat mujarab tersebar luas, memicu kepanikan massal (Kominfo,
2022). Laporan Kominfo tahun 2022 menyatakan bahwa hoax kesehatan mencapai 40%
dari total laporan, dengan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat (Kominfo,
2022).

Algoritma media sosial yang dirancang untuk memaksimalkan interaksi pengguna
sering mempromosikan konten viral, termasuk hoax, karena mampu menarik perhatian
besar (Jurnal Komunikasi Indonesia, 2023). Hal ini diperkuat oleh studi Universitas
Indonesia tahun 2021, yang menunjukkan bahwa 70% pengguna media sosial di Indonesia
jarang memverifikasi informasi sebelum membagikannya (Universitas Indonesia, 2021).

Latar belakang ini menunjukkan bahwa hoax bukanlah masalah baru, tetapi
intensitasnya meningkat seiring dengan akses internet yang semakin mudah dan
terjangkau. Pada tahun 2024, dengan adanya pemilihan umum, hoax politik semakin
mendominasi, di mana informasi palsu tentang kandidat atau hasil pemungutan suara
dapat memengaruhi opini publik (Kominfo, 2024). Oleh karena itu, pemahaman
mendalam tentang latar belakang ini penting untuk merumuskan strategi pencegahan yang
efektif.

Lebih jauh, penelitian menunjukkan bahwa hoax sering dimanfaatkan oleh aktor
asing untuk memengaruhi opini domestik, seperti kasus hoax terkait krisis ekonomi yang
menyebabkan fluktuasi pasar saham (Pratama, 2021). Teknologi seperti deepfake
memperburuk situasi, karena video palsu dapat dibuat dengan mudah menggunakan
aplikasi sederhana (UNESCO, 2022). Dengan demikian, latar belakang ini bukan hanya
tantangan teknis tetapi juga geopolitik, memerlukan respons lintas sektoral untuk
menangani penyebaran hoax secara efektif.

METODE PENELITIAN

Metode yang dipakai adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka
(library research). Pertama, kumpul data dari UU ITE, KUHP, jurnal, artikel ilmiah, dan
berita resmi (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. UU 19/2016, 2016). Kedua,
analisis konsep hoaks dan aspek hukumnya (Pratama, 2021). Ketiga, studi kasus sebar
hoaks yang pernah terjadi di Indonesia (Kominfo, 2020). Data dikumpul sumber primer
kayak undang-undang dan laporan resmi, plus sekunder kayak artikel 2019-2024 (APJII,
2023). Analisis pakai teknik deskriptif dan komparatif banding kasus hoaks (Sari, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Faktor Penyebab Penyebaran Hoaks.

Faktor yang bikin hoaks gampang sebar termasuk literasi digital yang rendah, di
mana banyak pengguna nggak bisa bedain info benar dan salah (Universitas Indonesia,
2021). Algoritma media sosial lebih suka konten viral, jadi hoaks yang sensasional lebih
mudah tersebar (Jurnal Komunikasi Indonesia, 2023).

Motif politik atau ekonomi dorong bikin hoaks buat untung pribadi (Pratama, 2022).
Kepanikan masyarakat saat bencana bikin orang mudah percaya info cepat (UNESCO,
2022). Kebiasaan share tanpa verifikasi info juga jadi masalah (Sari, 2019).

Faktor psikologis kayak konfirmasi bias dan efek grup juga ikut main, di mana orang
cenderung share info yang cocok sama keyakinan mereka (Pratama, 2021). Akses internet
luas di daerah pedesaan makin parah sebaran, karena literasi digital di sana lebih lemah
(APJII, 2024).

Kurangnya aturan platform internasional bikin hoaks lintas batas masuk ke Indonesia
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(Kominfo, 2024). Jadi, faktor-faktor ini saling kait, butuh pendekatan multidimensi buat
atasi. Riset nunjukin selama pandemi COVID-19, faktor panik naikin sebar hoaks
kesehatan sampai 200% (Kominfo, 2022). Di sisi lain, motif ekonomi sering libat skema
penipuan dari kelompok terorganisir (Bareskrim Polri, 2023). Makanya, paham faktor ini
penting buat strategi cegah yang manjur.

2. Contoh Kasus Nyata Hoaks.

Contoh kejadian hoaks nyata di Indonesia termasuk hoaks vaksin COVID-19 tahun
2021, di mana klaim palsu vaksin ada chip mikro tersebar, turunin tingkat vaksinasi
(Kominfo, 2022). Hoaks culik anak 2022 bikin panik orang tua di sekolah-sekolah
(Bareskrim Polri, 2023).

Hoaks promo belanja palsu rugikan konsumen lewat penipuan online (Pratama,
2022). Hoaks bencana kayak peringatan tsunami palsu 2023 bikin rugi ekonomi
(UNESCO, 2022). Hoaks politik menjelang pemilu 2024 soal kecurangan pemilu
pengaruh opini publik (Kominfo, 2024).

kasus hoaks produk kesehatan palsu pandemi bikin keracunan massal (Sari, 2020).
Hoaks ekonomi kayak skema investasi bodong rugikan ribuan orang (Bareskrim Polri,
2023). Dalam konteks ini, sebar lewat grup WhatsApp sering percepat dampak, kayak
hoaks bencana alam picu evakuasi sia-sia (Jurnal Komunikasi Indonesia, 2023).

Jadi, kasus-kasus ini nunjukin kerentanan masyarakat ke hoaks dan butuh respons
cepat. Analisis mendalam tunjukin hoaks vaksin COVID-19 turunin vaksinasi 15% di
beberapa daerah (Kominfo, 2022). Sementara, hoaks culik anak picu lockdown sekolah
nggak perlu, ganggu pendidikan (Bareskrim Polri, 2023). Makanya, dampak kasus ini luas
banget dan butuh intervensi segera.

3. Analisis Sanksi Hukum.

Analisis sanksi hukum nunjukin UU ITE Pasal 28 ayat (1) jerat sebar info palsu
rugikan konsumen dengan hukuman sampai 4 tahun (Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2008 jo. UU 19/2016, 2016). Ayat (2) buat hoaks provokatif soal SARA dengan hukuman
sampai 6 tahun (Pratama, 2022). Pasal 45A kasih ancaman pidana tambahan (Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. UU 19/2016, 2016). KUHP Pasal 390 dan 392 soal
berita bohong dengan hukuman penjara (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 2020).
Perbedaan unsur termasuk niat, dampak, dan bukti (Sari, 2019).

Analisis tunjukin penegakan hukum sering lambat karena sulit buktikan niat
(Kominfo, 2024). Tapi, kasus kayak hoaks vaksin udah berhasil dihukum, kasih efek jera
(Bareskrim Polri, 2023). Jadi, sanksi ini efektif kalau diterap konsisten. Studi nunjukin
dari 1.000 kasus hoaks dilapor, cuma 20% yang sampe pengadilan (APJII, 2023). Ini
nunjukin butuh reformasi proses hukum percepat tangani (UNESCO, 2021). Sanksi denda
sering nggak cukup cegah pelaku ulang (Pratama, 2021). Makanya, analisis ini dorong
tingkat efektivitas penegakan hukum.

4. Upaya Pencegahan.

Upaya cegah termasuk literasi digital lewat pendidikan soal media (Universitas
Indonesia, 2021). Verifikasi info pakai situs cek fakta (Kominfo, 2020). Etika komunikasi
dengan nggak share tanpa bukti (Sari, 2019). Edukasi masyarakat lewat kampanye anti-
hoaks (UNESCO, 2021). Peran pemerintah dan platform blokir konten bahaya (Kominfo,
2024).

Lebih lanjut, bikin Al buat deteksi otomatis udah terbukti manjur (Pratama, 2021).
Kolaborasi internasional juga penting buat hoaks lintas batas (APJII, 2023). Jadi, cegah
butuh keterlibatan semua pihak. Kampanye nasional kayak “"Cek Fakta"” Kominfo udah
capai jutaan pengguna (Kominfo, 2024). Integrasi literasi digital di kurikulum sekolah
diharap kurangi hoaks di generasi muda (Universitas Indonesia, 2021). Makanya, upaya
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ini nunjukin kemajuan di cegah hoaks.

KESIMPULAN

Hoaks itu info palsu yang membuat masyarakat resah dan mengancam Ketertiban
umum (Kominfo, 2020). Kemajuan teknologi bikin hoaks makin gampang sebar,
khususnya lewat media sosial (Jurnal Komunikasi Indonesia, 2023). Indonesia udah punya
regulasi cukup kuat lewat UU ITE dan KUHP buat tindak pelakunya (Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2008 jo. UU 19/2016, 2016). Tapi, penegakan hukum aja nggak cukup
(Pratama, 2022). Butuh tingkat literasi digital, kesadaran masyarakat verifikasi info, plus
kerja sama semua pihak buat ciptain ruang digital sehat dan aman (Universitas Indonesia,
2021).

Kesimpulan ini dasar analisis komprehensif dari berbagai sumber, nunjukin cegah
hoaks butuh pendekatan multidimensi (UNESCO, 2022). Rekomendasi buat riset
selanjutnya adalah bikin model Al buat deteksi hoaks real-time (Pratama, 2021).
Makanya, studi ini kontribusi paham lebih dalam soal tantangan dan solusi di era digital.
Secara keseluruhan, hoaks nggak cuma masalah teknis tapi juga sosial, butuh komitmen
jangka panjang dari semua stakeholder (APJII, 2024). Studi ini dorong implementasi
kebijakan lebih adaptif, kayak integrasi Al di platform media sosial (Kominfo, 2024). Jadli,
masa depan digital Indonesia bisa lebih aman dari ancaman hoaks.
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